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KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KOI.AKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMII,IHAN UMUM KARUPATEN KOLAKA I.JTARA.

Menimbang

Mengingat

a.

b.

1.

2.

3.

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu

membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang

Pembentukan Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koiusi,

Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4l

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2O Tahun 20O1 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 415O);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2O15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
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Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengaa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O20 Nomor

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tertang Pemilihan

Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Talrun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 lentang Pemilihan Umum (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68971;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata

Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

indonesia Tahun 2O20 Nomor i236) sebagaimana teiah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 202O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOI,AKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada

Dilrtum KESATU mempunyai tugas sebagi berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kolaka Utara;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan

laporan pemberian Gratilikasi kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi, untuk dilakukan analisis dan penetapan status

Gratifikasi oieh Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan

kebijakan Gratifikasi kepada ketua Komisi Pemilihan Umum;

4. Mengkoordinasikan kegiatal sosialisasi dan dsiminasi aturan

Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi

Pemberantarasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;

6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status

Gratilikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi;

7. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara terkait
pemantauan penerapan program pengendalian Gratilikasi;

8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi

pelanggaran terkait Gratilikasi oleh setiap Jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kolal<a Utara dan melaporkan

hasii penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan

oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kolaka Utara dan/atau pihak ketiga.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua,
Pada tanggal 02 Jrtli2O25

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

HAJON

ttd

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRRTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub B eknis Penyelenglaraan

ukum

NGSI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

UTARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI-AN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOT,AKA

UTARA.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 2 4

1 Hajon
Sekretaris KPU Kab. Kolaka
Utara

Penanggung
Jawab

2 Mahyununengsi
Kepala Sub Bagian Teknis
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ketua Satgas

3 Iin Harlina

Haerullah

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik Anggota

Anggota4
Kepala Sub Bagian
Perencalaan, Data dan
Informasi

5 Muhamad Rasman
Kepala Sub Bagian Partisipasi
Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia

Anggota

6 St. Syamsuri R Penelaah Teknis Kebijakan Anggota

7 Dumayanty Arsiparis Ahli Muda Anggota

8 Asdar Hakim Penata Kelola Sistem dan
Teknoogi Informasi Anggota

9 Taufft Hidayat Penelaah Teknis Kebij akan Anggota

10. Ade Jaya Pramanan Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan Anggota

11. Nurul Muhtia Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan

t2. Dewi Anggraeni Susilowati Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Infomasi Anggota

13. Dirza Rakhmat Abdullah Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Infomasi Anggota

t4. Ridwan Husain Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Infomasi Anggota

15. Tasruddin Pengolah Data dan Informasi Anggota

16. Andi Haeril Amrus Pengelola Layanan
Operasional Anggota

t7. Rusnianti Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama Anggota

18. Kasdullah Pranata Komputer Ahli
Pertama

3

Anggota

Anggota
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NO. JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 2 3 4

19. Nur Abni Abadi Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama Anggota

20 Nanang Hermawan Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama

21. Pallawa Rukka Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama Anggota

22.
Penata Kelola Pemilu Ahli

Pertama Anggota

23. Ishar. L Pengadministrasi Perkantoran Anggota

24. Faisal Pengadministrasi Perkantoran Anggota

25. Saerina Kamal Pengadministrasi Perkantoran Anggota

26. Nurdin Operator Layanan
Operasional Anggota

27. Mila Operator Layanan
Operasional Anggota

28. Darmi Operator Layanan
Operasional Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal O2 Jttla 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

HAJON

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAKA UTARA

Kepala S S Penyelenggaraan

ENGSI

Pemilu

s

NAMA

Anggota

Marlina


